
 

 

KABUPATEN POSO 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 
NOMOR 6 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POSO, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
menyatakan bahwa Bupati mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Poso Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
   2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

   3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

Undang dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
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   4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran 
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO 

dan 

BUPATI POSO 
   

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 

Pasal 1 
 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat   : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 
Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013  sebagai 

berikut  : 
a. Pendapatan             Rp. 819.976.065.755,51 
b. Belanja   Rp. 795.670.064.586,56 
 Surplus/defisit           Rp.   24.306.001.168,95 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan   Rp.   20.373.698.673,36 

- Pengeluaran   Rp.     8.170.168.207,60 
     Surplus/defisit  Rp.   12.203.530.465,76 

 
Pasal  3 

 
Uaraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai berikut  : 
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 

Rp. 18.114.273.193,17 dengan rincian sebagai berikut  : 
- Anggaran Pendapatan setelah Perubahan   RP. 838.090.338.948,68 

- Realisasi            Rp. 819.976.065.755,51 
 Selisih lebih /(kurang)         Rp.  18.114.273.193,17 

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
Rp.54.576.867.833,48 dengan rincian sebagai berikut  : 
- Anggaran belanja setelah perubahan    RP.850.246.932.420,04 

- Realisasi           RP.795.670.064.586,56 

 Selisih lebih/(kurang)         Rp.  54.576.867.833,48 
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c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit 

sejumlah Rp. 12.149.407.697,59 dengan rincian sebagai 
berikut  : 
- Surplus/defisit setelah perubahan  Rp.(12.156.593.471,36) 

- Realisasi    Rp. 24.306.001.168,95 
 Selisih lebih/(Kurang)  Rp. 12.149.407.697,59 

d. Selisih  Anggaran dengan Realisasi Penerimaan 
Pembiayaan sejumlah Rp.  0   dengan rincian sebagai 
berikut  : 

- Anggaran Penerimaan Pembiayaan  Rp.20.373.698.673,36 
- Realisasi    Rp.20.373.698.673,36 
 Selisih lebih/(kurang)  Rp. Nihil 

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran 
Pembiayaan sejumlah Rp.46.936.994,40 dengan rincian 
sebagai berikut  : 

- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan  Rp.  8.217.105.202,00 

- Realisasi    Rp.  8.170.168.207,60 
 Selisih lebih/(kurang)  Rp.       46.936.994,40 

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto 
sejumlah Rp. 46.936.994,40  dengan rincian sebagai 
bedrikut  : 
- Anggaran Pembiayaan Neto Rp. 12.156.593.471,36 

- Realisasi    Rp. 12.203.530.465,76 
 Selisih lebih/(kurang)  Rp.        46.936.994,40 

 
 

Pasal 4 
 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 
Desember Tahun  2013 sebagai berikut  : 
a. Jumlah Aset    Rp.1.642.066.857.518,30 
b. Jumlah Kewajiban   Rp.        1.858.705.727,96 
c. Jumlah Ekuitas Dana   Rp.1.640.208.151.790,34     
 

 
Pasal 5 

 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2013 sebagai berikut  : 
a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2013   Rp.     20.062.331.464,36 

b. Arus Kas dari aktivitas Operasi    Rp.   159.089.515.013,42 
c. Arus Kas dari Aktivitas investasi Aset non    Rp. (134.783.513.844,47) 
      Keuangan 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan   Rp.        8.170.168.207,60 
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran   Rp.           305.486.088,44 
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun      Rp.      36.530.823.439,71 
      2013 

 
 

Pasal 6 
 
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos Laporan Keuangan. 
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Pasal 7 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari  : 
a. Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran  

Lampiran I.I : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
Lampiran I.2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, dan Kegiatan; 
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan  
pemerintahan Daerah dan fungsi 

dalam kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Lampiran I.5 :  Daftar Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; 
Lampiran I.6 :  Daftar Piutang Daerah; 
Lampiran I.7 :  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 
Lampiran I.8 :  Daftar Realisasi Penambahan dan 

pengurangan  Aset Tetap Daerah; 
Lamp[iran I.9 :  Daftar Realisasi Penambahan dan 

pengurangan Aset Lainnya; 

Lampiran I.10 :  Daftar kegiatan-kegiatan yang 
belum di selesaikan sampai akhir 

tahun dan dianggarkan kembali 
dalam Tahun Anggaran berikutnya; 

Lampiran I.11 :  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Lampiran I.12 :  Daftar Pinjaman Daerah dan 
Obligasi Daerah; 

 

b. Lampiran II :  Neraca 
c. Lampiran III :  Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV :   Catatan Atas Laporan Keuangan  
 

Pasal 8 

 
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Poso. 

 
 
 Ditetapkan di Poso 

pada tanggal  2 Juli 2014  
 

BUPATI  POSO, 
 

ttd 

 
PIET  INKIRIWANG 

 

Diundangkan di Poso 
pada tanggal  3 Juli 2014  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO 
 

 
 

 
SINSIGUS SONGGO 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR  6 
 


